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Abstrak : Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya 
perceraian di kota Makassar adalah faktor ekonomi, faktor tidak ada 
tanggung jawab, dan faktor tidak ada keharmonisan. Dimana faktor yang 
paling berpengaruh (dominan) adalah faktor tidak ada keharmonisan, 
kemudian faktor ekonomi dan faktor tidak ada tanggung jawab. 
 





Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, 
ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan 
hukum merupakan alai yang pokok dan sangat penting dalam usaha 
mewujudkan perikehidupan yang aman, tentram dan tertib seperti yang 
diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, 
untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang 
bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna 
menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. 
Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai 
keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-
badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing mempunyai 
lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu 
dan salah satunya adalah badan Peradilan Agama. 
Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan 
Peradilan Negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan 
tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama yang 
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kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai 
golongan masyarakat tertentu yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar 
dengan peradilan yang lain. Oleh Karena itu, hal-hal yang dapat 
mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini 
dihapus. Dengan demikian, untuk memantapkan kemandirian Pengadilan 
Agama diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat 
melaksanakan keputusannya sendiri. 
Disamping perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan 
sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai 
dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu dalam 
Undang-undang Perkawinan yang bertujuan antara lain melindungi kaum 
wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal 
gugatan perceraian yang diajukan istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan 
prinsip Hukum Acara Perdata Umum. Namur demikian, untuk melindungi 
kepentingan istri, maka gugatan perceraian dalam Undangundang ini 
diadakan perubahan yaitu tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat melainkan ke Pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. 
Keputusan Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mutlak, artinya keputusan yang 
mandiri dan tidak perlu ada pengukuhan dari Pengadilan Negeri sehingga 
dalam menjalankan putusannya dapat dilaksanakan sendiri oleh Panitera 
bersama Juru Sita Pengadilan Agama. Oleh karena itu, setiap perkara 
yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama berwenang untuk 
melaksanakan putusan tersebut dalam bentuk eksekusi, sebagai wujud 
pelaksanaan putusan Pengadilan. 
Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti berbagai 
fenomena penyebab terjadinya perceraian. Meskipun dalam agama Islam 
perceraian itu tidak dilarang, namun harus mempertimbangkan baik 
buruknya suatu perceraian. Maka dalam kajian ini ditetapkan pertanyaan 




PEMBAHASAN DAN ANALISA 
 
Pengertian Perceraian 
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Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 Pasal 39 bahwa 
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. Pengertian ini dapat diartikan bahwa perceraian dapat 
diputuskan apabila antara kedua belah pihak tidak ada lagi kemungkinan 
untuk rujuk kembali meskipun Hakim telah berupaya untuk 
mempersatukan kembali dalam satu keluarga namun telah terututup jalan 
untuk damai. Dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali terjadi 
perceraian. 
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata perceraian diartikan 
Sebagai perpisahan, bercerai antara laki bini, perpecahan 
(Poerwadarminta,1985: 200). 
Sayyid Sabiq (Amir Nuruddin, 2004 : 207) bahwa perceraian 
adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan 
selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa 
perceraian adalah sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan.  
R. Subekti (1991 : 43) bahwa tuntutan untuk mendapat perceraian 
diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi 
harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama 
untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim lebih dahulu 
mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak. 
Imam Malik et. al (H.S.A. Alhamdani, 1989 : 223) bahwa suami 
istri dapat diceraikan dengan keputusan Hakim, misalnya karena suami 
tidak memberi nafkah apabila suami dan istri tersebut tidak mempunyai 
kekayaan yang jelas, dengan alasan bahwa suami yang mukallaf 
kewajiban memelihara istri dengan baik dan menceraikannya dengan baik 
pula. Artinya, tanpa nafkah tidak mungkin dapat memelihara istri dengan 
baik. 
Harun Nasution (1978 :226) behwa termasuk perceraian yang 
dapat diputuskan oleh Hakim ialah perceraian yang disebabkan karena 
suami mendekam dalam penjara yang karenanya istri jadi merana sebab 
pisah dari suaminya. 
R. Subekti (1992:42) perceraian adalah penghapusan perkawinan 
dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan 
itu. 
Dari pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa perceraian 
merupakan institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan 
perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat 
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putus dan tata cara telah diatur baik dalam fikih maupun dalam Undang-
undang Perkawinan. Kendati pun perkawinan itu sebuah ikatan suci, 
namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak 
dapat diputuskan. Oleh karena itu perkawinan harus dipandang sebagai 
sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai menjelang 
dan bisa juga putus di tengah jalan. Meskipun demikian, Islam 
memberikan peluang untuk terjadinya percerain kecuali pada hal-hal yang 
darurat, misalnya durhaka kepada suami (Nusyuz). 
Ahmad Rafiq (1995 : 269) bahwa nusyuz bermakna kedurhakaan 
yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam 
pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat 
mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal. ini, Al-
Qur'an memberikan tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak 
terjadi perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nina 
ayat 
Selanjutnya kemungkinan nusyuz tenyata tidak hanya datang dari 
istri tetapi juga dapat datang dari suami. Selama ini sering disalah pahami 
bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal Al-Qur'an juga 
menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti terlihat dalam Al-Qur'an 
Surah An-Nisa. ayat 128. 
Mahmud Saltut (Ashari Akmal Tarigan, 2004 : 212) bahwa taklik 
talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan 
tidak baik dari suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan 
pedanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk 
pedanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak 
dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar 
perjanjian yang telah disepakati itu, maka istri dapat meminta cerai  
kepada Hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. 
Ahmad Kuzari (1995 : 206) bahwa akad perkawinan hukum Islam 
bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan suci (misaqan galiza) 
yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Dengan 
demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan 
harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi 
tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera 
(mawaddah warahmah) dapat terwujud. 
Oleh karena itu, dengan terjadinya perceraian tersebut maka 
berakhirlah perkawinan antara suami dan istri yang telah dibina bersama 
dalam rumah tangga selama ini. 
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Menurut Soemiyati (1986 : 103) bahwa perceraian dalam istilah 
ahli figih disebut talak dan atau furqah. Adapun arti talak itu adalah 
membuka ikatan membatakan perjanjian. Sedangkan arti furgah artinya 
bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kernudian kedua kata ini 
dipahamkan oleh para ahli figih sebagai suatu istilah yaitu berarti 
perceraian antara suami istri. 
Muhammad Syakir (1974 : 19) menunjukkan bahwa perceraian 
dalam hokum Islam merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain 
tidak berhasil untuk merukunkan kembali suami istri yang mengalami 
kegoncangan. Meskipun telah ditempuh upaya-upaya antara lain: 
•  Memberdayakan dan nasehat, 
• Pernbentukan hakamain (hukum penengah), 
• Rujuk. 
Djamil Latief (1982:40) mengemukakan bahwa perceraian disebut 
furqah, jamakriya furaq, furaquzzawaj, yang berarti putusnya ikatan 
perkawinan. Selanjutnya Djamil Latief menjelaskan bahwa perceraian 
adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak 
menimbulkan malapetaka yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya 
dapat dibenarkan penggunaarmya dalam keadaan daruratnya untuk tidak 
menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah 
pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. 
Sulaikin Lubis (2005 : 145-146) bahwa perceraian demean istilah 
talak atau furqa  yang artinya membuka ikatan atau membatalkan 
perjanjian. Jadi makna dari talak adalah perceraian antara suami istri. 
Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama 
Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Perceraian 
dalam agama Islam diizinkan bila terdapat alasan yang kuat dan 
kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat 
mendesak. Rasulullah SAW bersabda 
“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah Talak" (H.R. Abu 
Daud   dan Ibnu Maja). 
Sabda Rasulullah tersebut di atas sejalan dengan apa yang 
ditegaskan dalam .Al-Qur'an Sura 2 : 226,227 yang artinya sebagai 
berikut: 
“Kepada orang-orang yang meng-ila (bersumpah tidak akan mencampuri) 
istri diberi kesempatan selama empat bulan, kemudian jika mereka 
kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. Dan kalau mereka berketepatan untuk talak, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ". 
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Berdasarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, hingga ummat 
Islam itu diharapkan agar tidak melakukan perbuatan yang bisa berujung 
pada perceraian karena perceraian itu adalah kurang baik. 
Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bentuk perceraian ada 
dua yaitu sebagai berikut: 
 
1) Perceraian dengan Talak 
Perceraian dengan talak lazim disebut dengan istilah cerai 
talak yang hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, yakni perkawinan bagi pasangan 
suami istri yang beragama Islam dengan tata cara menurut ajaran 
Islam (hukum Islam). Istilah cerai talak adalah mashyur menurut 
pandangan hukum Islam. Tata cara permohonan cerai dengan talak 
adalah sebagai berikut: 
Seorang suami mengajukan surat pemberitahuan kepada 
Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, bahwa ia bermaksud 
menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya, dengan 
harapan (permintaan), agar Pengadilan Agama mengadakan sidang 
untuk menyaksikan perceraian itu. Setelah Pengadilan Agama 
mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut, maka selambat-
lambatnya 30 hari setelah penerimaan pemberitahuan itu, 
Pengadilan Agama akan memanggil suami/tergugat yang 
bersangkutan untuk meminta penjelasan mengenai perceraian itu. 
Setelah Pengadilan Agama memperoleh penjelasan dari 
suami istri (penggugat dan tergugat) dan ternyata terdapat alasan-
alasan untuk bercerai, serta Pengadilan Agama berpendapat bahwa 
antara suami dan istrik bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan 
untuk hidup rukum dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama 
memutuskan untuk mengadakan sidang menyaksikan perceraian itu. 
Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan 
perceraian itu, ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan 
tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan ini 
dikirimkan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi 
untuk diadakan pencatatan perceraian. Perceraian itu terjadi 
terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 
Pengadilan Agama. Pentingnya penetapan saat terjadinya perceraian 
ialah untuk menghitung lamanya masa tunggu (masa iddah). 
2) Perceraian dengan Gugatan 
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Perceraian dalam gugatan lazim disebut dengan istilah cerai 
gugat. Bentuk percerain ini berlaku bagi orang yang beragama Islam 
dan bukan agama Islam. Orang yang beragama Islam yang 
dimaksud hanya berlaku bagi istri (wanita) yang beragama Islam. 
Sedangkan orang bukan beragama Islam berlaku bagi suami 
maupun istri di luar agama Islam. 
Guru besar Subekti (1984 : 42) merumuskan bahwa 
perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, 
atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Selanjutnya, 
Happy Marpaung (1983 : 15) menyatakan bahwa pembubaran suatu 
perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada 
alasan-alasan yang dibenarkan Berta ditetapkan dengan suatu 
keputusan Hakim. 
Perumusan tersebut dapat dipahami bahwa perceraian 
dipandang sah apabila terdapat gugatan oleh salah satu pihak 
(suami atau istri) dengan mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada pengadilan di daerah kediaman tempat tergugat. 
Tata cara perceraian dengan gugatan yaitu seorang suami 
atau istri atau kuasanya mengajukan gugatan perceraian kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat. 
Apabila tempat kediaman tidak jelas, atau tidak diketahui atau tidak 
mempunyai tempat kediaman tetap, atau tergugat bertempat 
kediaman di luar negeri, gugatan percerain itu diajukan kepada 
Pengadilan di tempat tinggal penggungat. 
Setelah Pengadilan menerima gugatan penggugat, 
Pengadilan memanggil pihak penggugat dan tergugat atau kuasa 
mereka di tempat kediaman, atau jika mereka tidal dijumpai ditempat 
kediamannya, panggilan akan disampaikan melalui Lurah atau yang 
dipersamakan dengan itu. Pemanggilan dilakukan dan disampaikan 
secara patut dan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang 
dibuka, surat panggilan tersebut sudah diterima oleh pihak-pihak 
yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan 
salinan surat gugatan yang diajukan penggugat. 
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim 
selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima Murat gugatan 
perceraian. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri 
datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Hakim memeriksa 
gugatan perceraian akan berusaha mendamaikan kedua beleh pihak. 
Usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN 




Apabila tercapainya mendamaikan, maka tidak dapat diajukan 
gugatan perceraian bare dengan alasan yang sama. 
Apabila tidak dapat tercapai perdamaian, pemeriksaan 
gugatan dilakukan dalam sidang tertutup disampaikan Hakim 
memberikan putusannya. Tetapi putusan mengenai gugatan 
perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. 
Perceraian dalam gugatan perceraian diucapkan dalam sidang 
terbuka. Perceraian dalam cerai gugat dianggap terjadi beserta segala 
akibatnya sejak: 
• Saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor sipil oleh 
pegawai pencatat, bagi yang bukan agama Islam. 
• Akibat hukum yang jatuhnya. putusan Pengadilan Agama yang telah 
mempunyai kekuatam hukum yang tetap. 
 
Alasan-alasan Terjadinya Perceraian 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
lsanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 
19ditegfaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan 
sebagai berikut:  
• Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
• Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain salama 2 (dua) tahun 
berturutturut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain diluar kemampuannya. 
• Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
• Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibarmya sebagai suami/istri. 
• Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. 
Oleh karena itu apabila alasan-alasan tersebut di atas terjadi 
dalam suatu rumah tangga, maka sulit bagi rumah tangga tersebut dapat 
bersatu kembali. 
Ahmad Rafiq (2001 : 209) bahwa berangkat dari alasan tersebut 
di atas, Surah An-Nisa : 3/34 Al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut: 
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• Istri/suarni diberi nasehat dengan carai, yang ma'rufagar is segera 
sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. 
• Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi 
istri/suarni dan dalam kesendiriannya tersebut is dapat melakukan 
koreksi diri terhadap kekeliruannya. 
• Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah 
memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk 
dicatat,yang boleh dipukul adalah bagian yang tidak membahayakan 
bila yang melakukan itu adalah istri, seperti betis. 
Abdul Manan (2001 : 278) bahwa tarnpaknya alasan terjadinya 
perceraian lebih disebabkan oleh adanya syigaq. Dalam penjelasan 
Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan 
bahwa syigaq adalah perselisihan yang tajam dan uterus menerus antara 
swami dan istri, misalnya kesulitan ekonomi, sehingga keduanya Saling 
bertengkar. 
Kamal Mukhtar (1975 : 103) bahwa perceraian adalah Al-Quran 
Islam yang diizinkan apabila terdapat alasan yang kuat, dan kebolehan itu 
hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak. Namur 
demikian terlebih dahulu dilakukan upaya-upaya untuk mengupayakan 
agar suami istri tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan 
perceraian. Dan apabila usaha tersebut telah dilakukan namun juga tidak 
berhasil, maka perceraian antara kedua belah pihak adalah merupakan 
jalan yang terakhir. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap orang-orang 
yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW bersabda: 
"Dari Umar bin Khattab. bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah 
mentalak Hafsah, kemudian merujuknya" (H.R. Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu 
Majah) 
Demikian pula terhadap seorang istri yang meminta talak 
terhadap suaminya sangan dikecam oleh Islam. 
Apabila kita menyimak hadits tersebut di atas, bahwa meskipun 
talak itu dibolehkan dalam Islam, akan tetapi pelaksanaannya hares 
berdasarkan alasan yang kuat, disamping itu haruslah merupakan jalan 
terakhir, setelah usaha-usaha tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan 
hidup perkawinan suami istri. 
Farida Prihartini (2005 : 147) bahwa ada beberapa alasan lain yang 
menyebabkan suami memiliki hak menjauhkan talak kepada istrinya yaitu: 
• Akad nikah berada di Langan suami. Suami menerima ijab, dari 
seorang istri saat pelaksanaan akad nikah. 
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• Saat akad nikah, suami wajib membayar mahar kepada istrinya, dan 
dianjurkan membayar uang mut'ah setelah menjatuhkan talak kepada 
istrinya. 
• Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan 
berlangsung, dan dalam masa iddah setelah is mentalaknya. 
• Perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak 
ditujukan kepada suami (Q.S. 2 : 227, 229, 230, 231, 232). 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai talak 
ini terdapat dalam Pasal 117-122, dan tata cara perceraian karena suami 
hendak mejatuhkan talak kepada istrinya ditetapkan dalam Pasal 129-131. 
Bagi pasangan suami istri yang tidak dapat hidup bersama, tetapi 
menurut kepercayaan agama atau keinsyafan sendiri mungkin menaruh 
keberatan terhadap suatu perceraian, oleh Undang-undang diberikan 
kemungkinan untuk meminta perpisahan meja dan tempat tidur. Cara 
pemecahan ini ada baiknya karena kesempatan untuk berdamai lagi 
selalu terbuka dan kedua belah pihak masih terikat pertalian perkawinan, 
jika sekiranya alasan-alasan tidak cukup kuat untuk meminta perceraian, 
dapat jalan meminta perpisahan meja dan tempat tidur. 
Untuk meminta perpisahan meja dan tempat tidur harus juga ada 
alasan yang sah. Undang-undang menyebutkan ada alasan yang sah 
sama seperti yang ditetapkan untuk suatu perceraian. Tetapi disamping itu 
ada juga alasan yang dinamakan "perbuatan-perbuatan yang melewati 
batas", sedangkan penganiayaan dan penghinaan berat juga merupakan 
untuk meminta perpisahan ini. Arti perkataan perbuatan-perbuatan yang 
melewati batas adalah sangat luas, hingga segala perbuatan suami yang 
bersifat melalaikan kepentingan rumah tangga dapat dimasukkan 
kedalamnya. 
Pada realitanya perceraian diantara suami istri dapat saja terjadi 
dengan berbagai penyebab atau dengan berbagai alasan oleh pihak 
suami ataupun istri.Menurut data yang diambil dari Kepaniteraan 
Pengadilan Agama dengan melihatberbagai kasus perceraian yang masuk 
di pengadilan Agama motifnya cenderungbervariasi dengan berbagai 
macam alasan. Namua apabila ditelusuri lebih jauh alasan-alasan 
perceraian dapat dikelompokkan secara umum dengan berbagai faktor 
alasan yang mendasar diantaranya: 
1.  Moral, diantaranya meliputi: 
• Poligami tidak sehat 
• Krisis akhlak 
• Cemburu 
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2.  Meninggalkan kewajiban, diantaranya meliputi: 
• Kawin paksa 
• Ekonomi 
• Tidak ada tanggungjawab 
• Kawin di bawah umur 
• Penganiayaan 
• Dihukum 
• Cacat biologis 
• Terus menerus berselisih, diantaranya: 
• Sering cekcok 
• Politis 
• Gangguan pihak ketiga 
• Tidak ada keharmonisan. 
 
Menurut Latief (1982 : 30) bahwa perceraian hendaknya 
dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar dan sebagai upaya 
yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata 
tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan jalan perceraian diantara suami 
istri. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perceraian itu adalah 
sebagai way out pintu darurat bagi suami istri setelah upaya lain telah 
ditempuh namun tidak berhasil untuk mengakhiri konflik perkawinan bagi 
suami istri dan demi kebahagiaan yang dapat diharapkan setelah 
terjadinya perceraian. 
 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian  
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama 
Makassar, menunjukkan ada tiga kelompok faktor yang penyebabkan 
terjadinya perceraian di kota Makassar, diantaranya faktor ekonorni, faktor 
tidak ada tanggung jawab dan faktor tidak ada keharmonisan dalam 
rumah tangga. 
 
Tabel 5 : Persentase Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kota 
Makassar Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun terakhir (2001 – 
2005) 
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1 2001 213 24.88 163 17.47 190 16.13 
2 2002 127 14.84 176 18.86 22 18.13 
3 2003 173 20.21 186 19.94 227 19.27 
4 2004 151 17.64 197 21.11 244 20.71 
5 2005 192 22.43 211 26.22 296 25.13 
Jumlah  856 100 933 100 1178 100 
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Ekonomi Tidak Ada Tanggung Jawab         Tidak Ada 
Keharmonisan 
Gambar 3. Persentase Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tedadinya 
Perceraian di Kota Makassar 
 Dengan melihat diagram di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 
2001 diantara faktor-faktor penyebab perceraian, faktor ekonomilah yang 
paling dominan dibandingkan dengan faktor tidak ada tanggung jawab dan 
faktor tidak ada keharmonisan. Pada tahun 2002, faktor tidak ada tangung 
jawab yang paling dominan, kemudian pada tahun 2003 faktor ekonomi 
yang paling dominan, dan pada tahun 2004 faktor tidak ada tangggung 
jawab yang paling dominan dan hanya berselisih 0,40% dari faktor tidak 
ada keharmonisan, sedangkan pada tahun 2005 faktor tidak adanya 
keharmonisan yang paling dominan. 
Dilihat dari kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2001 – 2005) 
faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Makassar adalah 
faktor tidak ada keharmonisan yang paling dominan dibandingkan dengan 
faktor-faktor lainnya. Dan faktor tidak ada keharmonisan juga meningkat 
persentasenya dari tahun ke tahun. 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Mei 2006 dengan 
salah satu Hakim Pengadilan Agama Makassar Suryadi sebenamya dari 
ketiga faktor yang telah dikemukakan (faktor ekonomi, faktor tidak ada 
tanggung jawab dan faktor tidak ada keharmonisan) ada juga faktor lain 
yaitu adanya pihak ketiga dalam rumah tangga sehingga ter adi 
penyelewengan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak 
(suami atau istri), dengan beberapa alasan diantaranya: salah satu pihak 
(baik itu suami atau istri) mencari kepuasan, salah satu pihak (suami atau 
istri) tidak agresif dalam berhubungan badan, dan juga sudah tidak ada 
rasa saling percaya diantara suami istri sehingga memicu masing-masing 
untuk mencari kepuasan dengan pihak ketiga. Dengan berbagai alasan 
tersebut maka dalam rumah tangganya sudah tidak ada kehamionisan 
yang dirasakan. Oleh karena bagi para hakim yang perkara perceraian 
dengan alasan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, maka 
digolongkan alasan tersebut masuk pada faktor tidak acalasan 
keharmonisan dalam rumah tangga. 
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Dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan 
Agama, Syahid menyatakan faktor adanya pihak ketiga yang merupakan 
penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena salah satu pihak 
mencari kepuasan dengan pihak lain dan juga karena salah satu pihak 
tidak agresif dalam melakukan hubungan badan (seks) sehingga pihak 
yang lain merasa tidak puas dan mencari kepuasan dengan pihak lain 
(pihak ketiga). Dengan adanya pihak ketiga ini yang masuk ke dalam 
sebuah rumah tangga sehingga di dalam rumah tangga tersebut sering 
terjadi perselisihan (cekcok) dan juga kekerasan berupa pemukulan dan  
penganiayaan terhadap pihak yang lemah. dalam hal ini pihak istri 
sehingga dari alasan-alasan tersebut maka terjadilah perceraian. 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2006 dengan 
salah seorang advokat di kota Makassar, Hertina Zainal mengatakan 
bahwa rata-rata kasus perceraian  yang pemah ditanganinya adalah 
karena tidak adanya keharmonisan. Hal ini disebabkan karena di dalam 
rumah tangga selalu berselisih (cekcok) dan tidak ada rasa saling percaya 
diantara suami istri, bahkan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga 
tersebut. Oleh karena itu pihak yang menderita biasanya sudah tidak 
sanggup untuk mengadapinva sehingga ia yang menggugat perceraian 
tersebut dan meminta bantuan hukum kepada advokat. Sedangkan untuk 
perceraian dengan alasan tidak ada tanggung jawab itu. jarang 
ditanganinya. 
Dengan demikian, berdasarkan data yang diperolah dari 
Kepaniteraan Perkara pengadilan Agama Kota Makassar dan hasil 
wawancara dengan dua orang Hakim. Pengadilan Agama Kota Makassar 
serta 1 orang praktisi hukum (advokat) dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor penyebab terjadinya perceraian di kota Makassar yang paling 
berpengaruh ada tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor tidak ada 
tanggung jawab dan faktor tidak ada keharmonisan. Dan diantara ketiga 
faktor tersebut yang paling dominan sebagai pemicu keretakan rumah 
tangga (perceraian) dalam kurun waktu 5 tahun (2001-2005) adalah faktor 
tidak ada keharmonisan. 
Dalam hasil penelitian ini, dibuat lebih terperinci lagi alasan-
alasan yang berpengaruh secara signifikan sebagai penyebab terjadinya 
perceraian yang terjadi di kota Makassar. Hal itu dapat dilihat pada 
pernyataan responden pada tabel 6 di bawah ini: 
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Tabel 6 : Fersentase Faktor Ekonomi 
Kategori Alasan Frekuensi  Presentasi 
Pekerjaan Tidak Tetap 8 26.67 
Penghasilan Rendah 13 43.33 
Penghasilan Tinggi 9 30 
Jumlah 30 100 
Sumber Data : Diolah Dari Data Primer, 2006 
Dari data Label tersebut menunjukkan bahwa dari 30 responden, terdapat 
8 orang (26,67%) yang menyatakan alasan dari faktor ekonomi sebagai 
penyebab terjadinya perceraian adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap; 
13 orang (43,33%) menyatakan alasan penyebabnya adalah 
berpenghasilan rendah; dan 9 orang (30%) menyatakan berpenghasilan 
tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya orang yang 
berpenghasilan rendah adalah mereka yang mengajukan perceraian 
dengan alasan faktor ekonomi. Akibat dari penghasilan yang rendah 
sehingga kebutuhan di dalam rumah tangga mereka serba tidak 
mencukupi terutama kebutuhan material yang tidak terpenuhi, sehingga di 
dalam rumah tangga tersebut serba kekurangan dan memicu untuk wring 
cekcok yang kemudian mengarah pada sebuah putusan untuk mengakhiri 
ikatan perkawinan. 
Memang faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting 
dalam menjalani suatu kebidupan rumah tangga, apalagi faktor ekonomi 
sangat berpengaruh untuk mengangkat martabat manusia agar tidak 
terjebak pada perbuatan kufur. Lebih lanjut dalam pandangan ajaran 
Islam, Islam sangat menghargai orang-orang yang rajin bekerja dan 
berusaha untuk mendapatkan tingkat ekonomi yang lebih baik. Oleh 
karenanya, menurut pandangan Islam tingkat ekonomi yang relatif rendah 
(kemiskinan) dapat berakibat buruk terhadap perilaku seseorang. Sabda 
Rasulullah SAW : 
"(Kemiskinan) dapat mengakibatkan kekafiran" 
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Maksud dari Hadits di atas adalah bahwa orang yang kafir (dalam 
keadaan miskin) akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang 
tidak terpuji. Seperti halnya pertengkaran dan perceraian. 
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama harus lebih 
ditanamkan dalam suatu rumah tangga, sehingga walaupun di dalarn 
rumah tangga tersebut perighasilannya rendah, tapi mereka tetap 
mensyukurinya, karena itu adalah pemberian dari Sang Khaliq. Selain itu 
mereka akan lebih berusaha dan bekerja keras agar kebutuhan dalam 
rumah tangga mereka akan terpenuhi. Disamping pendidikan agama yang 
ditanamkan, pendidikan formal dan non formal juga sangat penting dalam 
menentukan penghasilan seseorang. Hal ini diharapkan dapat menekan 
angka perceraian yang terjadi akibat faktor ekonomi. 
Sebagaimana dengan faktor ekonomi, faktor tidak ada tanggung 
jawab juga merupakan salah -latu penyebab terjadi perceraian di kota 
Makassar. Dan itu dapat dilihat pada Label 7 yang merupakan pernyataan 
dari responden. 
Tabel 7 : Persentase Faktor Tidak Ada Tanggung Jawab 
Kategori Alasan Frekuensi Persetase 
Tidak ada tanggungjawab dari suami 10 33.33 
Tidak ada tanggungjawab dari suami 2 6.67 
Tidak ada tanggungjawab dari suami maupun 
istri 18 60 
Jumlah 30 100 
Sumber Data : Diolah Dari Data Primer, 2006 
Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 
terdapat 10 orang (33,33%) yang menyatakan bahwa penyebab 
perceraian adalah tidak ada tanggung jawab dari suami; 2 orang (6,67%) 
menyatakan bahwa penyebabnya adalah tidak ada tanggung jawab dari 
istri. Sedangkan sisanya 18 orang (60%) menyatakan bahwa 
penyebabnya adalah tidak ada tanggung jawab baik itu dari suami 
maupun dari istri. 
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor tidak ada 
tanggung jawab itu, bukan hanya dari suami saja yang tidak bertanggung 
jawab terhadap keluarganya, tetapi dilakukan juga oleh istri, dimana sang 
istri tidak menjalankan kewajibannya untuk mengurusi rumah tangganya. 
Karena masing-masing pihak baik pihak suami ataupun istri tidak lagi 
merasa peduli dan sudah tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa 
memiliki kewajiban terhadap keluarganya, maka hal inilah yang menjadi 
pemicu keretakan dalam rumah tangga akibat kelalaian dari kedua belch 
pihak (suami dan istri). 
Seharusnya dalam menjalani suatu rumah tangga antara calon 
suami dan istri sebelum mengikat dirinya dalam suatu ikatan perkawinan 
harus siap lahir batin untuk menlani suatu perkawinan itu, dan sudah 
mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami istri), 
sehingga dalam menjalani suatu keluarga (rumah tangga) baik suami 
maupun istri masing-masing mempunyai rasa tanggung jawab yang besar 
sehingga kewajibannya dapat dilakukan dengan senang hati tanpa ada 
paksaan. Oleh karena itu dapat menekan angka perceraian yang terjadi 
karena faktor tidak ada tanggung jawab. 
Di dalam Undang-undang Perkawinan Nasional dikatakan bahwa 
suami istri memikul beban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30). Hak dan 
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam 
masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perhuatan 
hukum. 
Suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu 
rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Dan 
istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sehingga suami 
istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, dan warahmah. Diantara suami istri juga wajib saling 
cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir 
batin antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, diantara suami istri juga 
memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, 
baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan 
pendidikan agamanya Berta suami istri wajib memelihara kehormatannya. 
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Selanjutnya faktor tidak ada keharmonisan yang menjadi penyebab 
dari perceraian dapat dilihat pada Label 8. 
 
Tabel 8: Persentase Faktor Tidak Ada Keharmonisan 
Kategori Alasan Frekuensi Presentase 
Sering Cekcok 13 43.33 
Adanya Kekerasan 1 3.34 
Sering Cekcok Di Sertai Kekerasan 17 56.67 
Jumlah 30 100 
Sumber Data : Diolah Dari Data Primer, 2006 
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 30 responden 
terdapat 13 orang (43,33%) menyatakan bahwa faktor tidak ada 
keharmonisan di dalam rumah tangga disebabkan karena sering cekcok; 1 
orang (3,34%) menyatakan bahwa disebabkan karena adanya kekerasan; 
dan 16 orang (53,33%) menyatakan bahwa faktor tidak ada keharmonisan 
di dalam rumah tangga adalah disebabkan karena sering cekcok disertai 
kekerasan berupa pemukulan dan penganiayaan di dalam rumah tangga. 
Biasanya kekerasan ini dilakukan oleh pihak suami berupa pemukulan 
bahkan penganiayaan yang menyebakan pihak istri menderita. Oleh 
karena pihak istri tidak sanggup untuk selalu cekcok dan selalu dianiaya 
oleh pihak suami, maka sang istri menggugat cerai suaminya untuk 
mengakhiri penderitaannya. 
Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan harus dilandasi rasa 
kasih sayang, saling percaya dan saling menghargai di antara suami istri, 
sehingga kedamaian dan ketentraman akan selalu dirasakan, sehingg 
keinginan keluarga yang sakinah dapat terwujud. Dengan perasaan kasih 
sayang, saling percaya dan saling menghargai diantara suami istri, maka 
perselisihan (cekcok) dalam rumah tangga dan juga kekerasan didalam 
rumah tangga yang berupa pemukulan clan penganiayaan dapat 
terhindar. 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya 
perceraian di kota Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 
yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 adalah faktor ekonomi, 
faktor tidak ada tanggung jawab, dan faktor tidak ada keharmonisan. Dari 
hasil penelitian, faktor yang paling berpengaruh (dominan) adalah faktor 
tidak ada keharmonisan, kemudian faktor ekonomi dan yang terakhir 
adalah faktor tidak ada tanggung jawab. 
 
Saran 
 Selain itu dengan melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya perceraian di kota Makassar baik itu faktor ekonomi, faktor tidak 
ada tanggung jawab, faktor tidak ada keharmonisan. Kesemuanya 
berarah pada tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini 
disebabkan kurangnya pendidikan agama yang diperoleh oleh pelaku 
perceraian. Demikian juga halnya pendidikan formal yang diperoleh 
pelaku perceraian. Oleh sebab itu, dalam suatu perkawinan pertama-tama 
yang didahulukan adalah pendidikan agama yang merupakan pondasi 
yang kuat dalam membangun suatu rumah tangga (keluarga). Suatu 
rumah tangga (keluarga) yang dibangun dengan landasan iman, Insya 
Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 
Dan bagi pasangan suami istri diharapkan mensyukuri apa yang telah 
diberikan Allah SWT dan menjalani hidup sederhana. 
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